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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “FUNGSI AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN
UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
MENGGUNAKAN RACUN DI WILAYAH SUMATERA SELATAN”
Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana fungsi autopsi dalam
melakukan proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan
menggunakan racun di wilayah Sumatera Selatan 2. Apa saja kendala- kendala
yang menjadi hambatan dalam melakukan autopsi dalam proses penyidikan untuk
mengungkap tindak pidana pembunuhan menggunakan racun di wilayah Sumatera
Selatan. Penelitian ini bersifat Yuridis-Empiris. Autopsi berfungsi guna
kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah Autopsi
diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan,
bunuh diri, kecelakan atau mati karena karacunan/diracun. Upaya ini guna
tercapainya kebenaran materiil sebagai alat bukti berupa surat yaitu visum et
repertum. Faktor penghambat dalam melakukan Autopsi adalah faktor keluarga,
Permintaan penyidik, waktu dalam melakukan Autopsi, Team Dokter Forensik
dan Team Laboratorium Forensik. Dalam hasil penelitian tersebut diambil
kesimpulan bahwa autopsi sangat berguna, guna mempermudah penyidik mencari
bukti dalam kasusu tindak pidana pembunuhan menggunakan racun.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum melekat pada kehidupan manusia. Hukum tumbuh dan
berkembang bersama perkembangan manusia itu sendiri, dimana hukum
merupakan sarana untuk mnegatur tiap individu dalam kehidupan
bermasyarakat * . Negara Indonesia merupakan negara hukum yang
mempunyai konsep untuk disesuaikan terhadap pancasila, dimana di
dalam negara hukum yang berdasarkan terhadap pancasila ini mempunyai
arti sebagai suatu sistem hukum yang di dirikan atas dasar asas-asas atau
norma-norma Yyang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada
pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mempunyai tujuan agar dapat
mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera,
dan tertib. Dimana kedudukan hukum setiap warga negara terjamin,
sehingga dapat tercapainya keselarasaan dan keserasian terhadap antara

kepentingan perorangan ataupun kepentingan kelompok.

Sistem hukum yang telah di tetapkan di indonesia sendiri banyak
sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang melawan hukum dan
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya sebagai negara yang
besar sendiri banyak sekali peraturan peraturan yang dibuat dan ditetapkan
agar terjadi nya ketentraman bagi masyarakat luas. Umumnya belum

terlaksananya peraturan-peraturan karena masih banyak perbuatan yang

! pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



merugikan yang melawan hukum contohnya menghilangkan nyawa orang
lain, mengambil barang yang bukan miliknya, serta melanggar atau
mengganggu ketentraman publik yang mengakibatkan banyak laporan

mengenai perbuatan yang merugikan orang lain.?

Salah satu dalam perbuatan yang melawan hukum adalah
menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan termasuk kedalam
suatu tindak pidana pembunuhan. Suatu tindak pidana pembunuhan sendiri
banyak macam nya tentunya dalam hal ini adanya pembunuhan berencana,
dimana pembunuhan berencana ini dapat diartikan sebagai suatu tindak
pidana yang sebelumnya telah didahului dari rencana pembunuhan.
Tentunya tindak pidana pembunuhan di atur dalam Pasal 338 KUHP,

yaitu:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam,

karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Sedangkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 340 KUHP,

bahwasanya tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu: 3

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan
rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

)

atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” .

2Husnul Alodi, Indonesia Adalah Negara Hukum, https://hot.liputan6.com/read/4413821/indonesia-
adalah-negara-hukum-kenali-ciri-cirinya. Diakses 12 September 2021 Pukul 14:29 WIB.

3 Moelijatno,2009, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Jakarta: Bumi Aksara,
him 122.
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Diantara perbedaan dalam dua tindak pidana tersebut terdapat dalam
suatu unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Dalam tindak
pidana pembunuhan tercipta atas dasar dari munculnya keinginan dan
terlaksananya pembunuhan dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana tercipta setelah
didahului oleh rencana dahulu sebelum terlaksananya pembunuhan,
misalkan pelaku merencanakan dengan matang akan perbuatan yang akan
ia lakukan agar terjadi dengan aman, terdapat senggang waktu antara
munculnya suatu keinginan sampai terwujudnya keinginan tersebut. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwasanya letak perbedaan antara tindak
pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana ialah apa
yang terjadi di dalam diri pelaku sebelum melakukan pembunuhan. Dalam
tindak pidana pembunuhan terjadi pada saat keinginan untuk membunuh
dengan terjadinya pembunuhan dalam waktu bersamaan dengan kata lain
merupakan satu kesatuan, sedangkan tindak pidana pembunuhan
berencana, pelakunya memerlukan waktu terlebih dahulu untuk

memikirkannya dengan matang agar terlaksana dengan tenang dan aman.*

Tindak pidana pembunuhan berencana didefinisikan sebagai tindak
pidana yang terberat hukumannya sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang mengenai ancaman tindak pidananya, yakni maksimal
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua

puluhan tahun. Pembentukan KUHP menguraikan tindak pidana ini

4Yanri, F.B, 2017, Pembunuhan Berencana, Hukum dan Keadilan, VVol-4, him 36-48.



termasuk kedalam bentuk pembunuhan khusus yang berat. Apabila
ditinjau terkait sikap batin kesalahan (schuld), maka ancaman Pidana
pembunuhan berencana sendiri dapat di perberat karena pelaku kejahatan

tersebut telah menyusun rencana untuk melakukan kejahatan.®

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana yaitu Tirtaamidjaya,
Mittchell dan Roberts, bahwasanya pengertian berencana dan syarat
berencana dapat diuraikan dengan (1) terdapat sebuah proses
mempertimbangkan atau memikirkan sesuatu yang akan dilakukan, agar
proses tersebut dapat membuahkan hasil dengan keputusan yang benar dan
tenang, (2) Akibat dari terdapatnya proses mempertimbangkan dan
memikirkan sesuatu yang dilakukan oleh pelaku tersebut memerlukan
adanya suatu tertentu, kendati demikian terdapatnya waktu tersebut

kualitasnya bersifat sempit atau lama, dan relatif.®

Unsur berencana yang termaktub dalam Pasal 340 KUHP ialah unsur
rencana agar dapat terwujudnya tindak pidana pembunuhan berencana.
Sehingga dapat dikatakan dalam rencana pembunuhan yang sudah
memenuhi terkait syarat rencana adalah dengan terdapatnya suatu
keputusan dari keinginan yang dilakukan dengan tenang dan aman dengan
terdapatnya waktu tertentu sebagaimana yang termaktub di atas,
senyatanya mempunyai hubungan yang begitu erat dan berkaitan dengan

pembunuhan yang dilaksanakan oleh pihak kejahatan, dengan demkian

® Chazawi,A,2001, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta: Rajawali Pers, him.81.
® Echwan Iriyanto dkk, 2021, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana, Jurnal Yudisial, Vo. 14, him. 2



syarat-syarat berencana tersebut harus ditambahkan dengan syarat ketiga,

yakni perwujudan keinginan dalam suasana yang aman dan tenang.’

Tindak pidana pembunuhan berencana banyak sekali kejadian
kejadian pembunuhan yang menggunakan berbagai macam alat misalnya
dengan senjata tajam atau dengan racun yang di campurkan di makanan
dan minuman, misalnya saja kasus yang terjadi di Sumatera Selatan,
Pembunuhan menggunakan Racun Kerap Kkali terjadi di daerah Sumatera

Selatan tentunya hal ini menjadi sorotan tentang pembunuhan berencana.

Salah satu nya kasus yang terjadi di daerah sumatera selatan yaitu
adanya kasus pembunuhan menggunakan racun biawak sejenis fradan
yang dimana pelaku sendiri berniat untuk membunuh suami dikarenakan
adanya pertengkaran hebat yang terjadi di rumah tangga sehingga pelaku
sendiri mencampuri makanan yang telah dibuat dengan racun biawak
dimana racun tersebut sering di pakek oleh suami untuk berburu hewan ,
tapi pada saat ingin memberikan suami sayangnya niat pelaku tersebut
malah salah sasaran dimana makanan yang telah di hidangkan malah di
makan oleh mertua tak lama berselang , korban pun mulai mengeluarkan
busa-busa dari mulut dan mengalami pembengkakan di bagian kaki , kasus

ini sendiri langsung di tangani oleh Kapolres Oki.

Menurut dr. Indra Nasution, jenazah korban yang dibawa langsung

ke RS Bhayangkara M Hasan Palembang tersebut tidak terdapat tanda-

" Ibid,25



tanda adanya kekerasaan ditubuh korban. Dalam hal ini, dokter
mengetahuinya setelah dilaksanakannya autopsi dan pada saat
dijalankannya autopsi bahwasanya dokter mengetahui di badan jenazah
korban ada buih-buih halus yang artinya diduga korban tersebut diracuni.
Bersamaan dengan itu juga bahwa bibir korban ada bintik-bintik merah,
dan jari-jari korban telah berubah membiru, tentunya di lakukan nya
autopsi terhadap jenazah korban ini dengan tujuan agar dapat di ambil
sebagain organ tubuh korban dan akan dibawa ke laboratorium forensik

Polda Sumsel untuk diperiksa.®

Umumnya seseorang dapat terbukti meninggal karena diracuni dapat
dibuktikan dengan cara Autopsi dan ilmu forensik sendiri digunakan untuk
mencari tau penyebab kematian tersebut. Autopsi sendiri bukan termasuk
kedalam istilah yang dikenal di KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal
133 ayat (2) menyebutkan “pemeriksaan bedah mayat’ dan “tujuanya
hanya dalam rangka membuktikan”. Istilah “autopsi” secara umum yakni
pengusutan yang dengan tujuan agar dapat mendeteksi suatu perbuatan
pidana yang terjadi. Apabila pada saat pemeriksaan awal autopsi
dijalankan dalam rangka penyidikan oleh polisi yang tujuannya untuk
mengetahui sebab dari kematian dan untuk mengetahui segala
latarbelakang terkait sesuatu yang dialami oleh korban saat kematian,

seperti halnya dalam rangka mencari kebenaran terkait penyebab kematian

8 Prima Syahbana, 2021, Mertua Tewas Diracun di Sumsel, Pelaku Awalnya Berniat
Bunuh Suami, https://news.detik.com/berita/d-5486176/mertua-tewas-diracun-di-sumsel-pelaku-
awalnya-berniat-bunuh-suami, Diakses 21 September Pukul 15:08.
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yang disebabkan kecelakaan, dibunuh, dan juga bunuh diri. Sehingga
walaupun diduga disebabkan oleh overdosis, kebenaran dari dugaan
tersebut dapat diketahui setelah dilaksanakannya autopsi dan pemeriksaan
toksikologi (mendeteksi adanya racun atau obat-obatan dalam tubuh), dan
juga harus dicari tahu terkait penyebab overdosis tersebut merupakan

perbuatan dari korban sendiri atau orang lain.®

Begitupun juga dengan forensik terhadap korban mati bertujuan
untuk mengindentifikasi korban kejahatan, dan mendapatkan infromasi
terkait penyebab kematian korban, memprediksi ketika kematian korban,
membuat laporan secara tertulis berbentuk kedalam visum et repertum,
serta untuk mencari tahu identitas korban apabila korban tidak dapat di
kenali lagi. Ditemukan luka terbuka multipel di kepala korban, leher
korban, tubuh bagian atakorban, dan kedua lengan tangan korban. Luka-
luka tersebut terlihat seperti luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam.
Pada punggung tangan dan lengan kanan dan kiri, serta jari tangan kanan
ada lukaluka yang sama, dimana dalam hal ini membuktikan adanya
respon dari korban berupa penolakan, perlawanan untuk melawan pelaku.
Selain itu juga terlihat banyak luka-luka di sembarang lokasi, terkait
pakaian yang dipakai, yang disertai dengan luka tangkis dan pada kasus ini

tidak adanya seperti luka percobaan yang termasuk dalam ciri-ciri

° Bebby Yesica Debora Sagai, 2017, Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, Lex crime, Vol. VI, him.6.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17921, Diakses pada 21 september
2021, pukul 19.56 WIB
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kekerasan terhadap benda tajam terhadap kasus pembunuhan yang disertai

perkelahian didalamnya.°

Pembunuhan menggunakan racun sendiri tentunya dapat di buktikan
melalui autposi forensik. Dalam autopsi forensik dapat dikatakan juga
bedah mayat kehakimann. Autopsi kehakiman kenyataannya dilaksanakan
jika pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus
pembunuhan yang terdapat di perkara pidana, umumnya autopsi forensik
sendiri dapat di kerjakan terhadap kematian yang tidak memiliki kejelasan
dimana kematian tersebut banyak disebabkan keracunan, pembunuhan,
bunuh diri, dan kecelakaan korban yang meninggal dengan tiba-tiba

tentunya autopsi sendiri ini sebagai pembuktian dalam pengadilan.

Tindakan-tindakan yang dilakukan saat autopsi ini mempunyai
tujuan seperti yang disebutkan atas dasae yang dilakukan harus sesuai
seperti halnya dengan hukum dan atika yang berlaku untuk hal tersebut.
Terkait pemeriksaan autopsy forensic dan hasilnya, dinantikan penegak
hukum dapat menelusuri bukti-bukti dan juga jawaban-jawaban terhadap
suatu perkara yang terjadi. Pembuktian melalui autopsi forensik ini
bertujuan agar mendapatkan “kebenaran materiil”, maka dari itu dapat
melahirkan suatu kebenaran dan keadilan terhadap para pihak dalam kasus

tindak pidana pembunuhan ini. Dokter forensic dalam menjalankan

0 Vijay F.M.L. Gobel, 2016, Bedah Mayat Dalam Mengungkap Tindak Pidana
Pembunuhan Menurut Pasal Pasal 134 KUHAP, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1V, him.222.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11523,  Diakses pada 21
september 2021, pukul 19.56 WIB
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tugasnya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya secara professional,
hal ini dikarenakan hasil dari pemeriksaannya akan membuktikan dan
memastikan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah pada saat

akan terlaksanakannya proses peradilan.

Dunia forensik tentunya masih ada lagi yang memilki fungsi sama
yaitu toksologi forensik adalah tentang penerapan suatu ilmu pengetahuan
terkait racun untuk kepentingan hukum dan peradilan.!

Toksologi forensik sendiri memiliki fungsi sebagai pemeriksaan:
1. jenis racun yang ada pada bagian tubuh manusia atau dalam
tubuh manusia.
2. kadar racun yang ada pada bagian tubuh manusia atau dalam

tubuh manusia.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasanya penegakan hukum
menurutnya ialah atas dasar adanya beberapa faktor yang dipengaruhi,
seperti (1) adanya faktor dari hukumnya sendiri, (2) adanya faktor dari
penegak hukum, (3) adanya faktor dari sarana dan prasarana dengan tujuan
untuk mendukung penegakan hukum, (4) adanya faktor dari kebudayaan,
dan (5) adanya faktor dari lingkungan hukum yang telah berlaku dan

ditetapkan.*?

1 pasal 1 ayat 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.

12 Sperjono  Soekanto, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: rajawali, him. 45.
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Saat ini dari tahun ketahun semakin banyak terjadinya suatu indak
pidana pembunuhan dengan beraneka macam pelaku kejahatan dan
menggunakan banyak cara yang di gunakan dalam melakukan perbuatan
tersebut tentunya persentase kejahatan sendiri meningkat dengan berbagai
aneka ragam yang beda antara yang satu dengan yang lain terkait sistem
operasi. Dalam hal ini sering terjadi dari awal si pelaku melakukan sesuatu
dengan berupaya untuk menghilangkan alat-alat bukti termasuk jejaknya
dengan tujuan agar tidak ketahuan atas perbuatannya dan agar bisa lolos
dari hukuman yang berlaku. Dalam lingkup wilayah Provinsi Sumatera
Selatan (Sumsel) senyatanya pada kasus tindak pidana pembunuhan
menghadap fluktuasi adanya 145 kasus pembunuhan pada tahun 2013,
adanya 224 kasus pembunuhan pada tahun 2014, dan adanya 161 kasus

pembunuhan pada tahun 2015.13

Dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2018,
tindak pidana pembunuhan secara nasional juga menghadap fluktuasi
angka, yakni adanya 1.197 kasus pembunuhan pada tahun 2016, adanya
783 kasus pembunuhan pada tahun 2017, dan adanya 625 kasus

pembunuhan pada tahun 2018 bulan oktober.4

Penegakan hukum yang dilakukan dan ditetapkan untuk menangani

suatu masalah seperti di bidang forensik/autotpsi tentunya dalam

13 Media Neliti, 2016, Statistik Kriminal, https:/medianeliti.comimediaipublications/48283-1D-statistik-kriminal-
2016.pdf Diakses pada 21 september 2021, pukul 19.56 WIB

4 Audrey Santoso,2017,Polri: Trend Kasus Pembunuhan 2018 Menurun Banding 2017,
https://news.detik.com/berita/d-4313111/polri-tren-kasus-pembunuhan-2018-menurun- dibanding-
2017 Diakses pada 21 september 2021, pukul 20.04 WIB
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pelaksanaan autopsi ada juga hukum yang mengatur sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP dan pasal 134 KUHAP, yang
dijelaskan bahwasanya “autopsi termasuk kewenangan penyidik, yang
sifatnya hak (bukan kewajiban), dapat digunakan dan dapat juga tidak.”
Penggunaan dalam melakukan wewenang ini tergantung saat kurang atau
sudah tercukupinya atas alat bukti yang dibutuhkan untuk suatu
kepentingan peradilan. Adanya penggalan kalimat “pemeriksaan mayat”
dan “pemeriksaan bedah mayat” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133
ayat (2), bahwa ‘“autopsi tidak harus dilaksanakan secara keseluruhan
terhadap tubuh korban, namun autopsi cukup dilaksanakan terhadap
bagian-bagian tubuh yang sekiranya bisa membuktikan adanya pelengkap

dari sejumlah “rangkaian petunjuk”, sebagai salah satu alat bukti sah”.2

Bukti utama dari tindak pidana yang menyebabkan kematian korban
yakni berupa jasad dari korban itu sendiri. Dimana pada saat persidangan,
jasad korban tersebut tidak dapat untuk diajukan. Hal ini disebabkan
semakin lama waktu berlalu maka jasad korban tersebut tentunya akan
menjadi membusuk, sementara pada hakikatnya pada waktu persidangan
perkara baru bisa dilakukan dalam kurun waktu beberapa minggu bahkan
sampai beberapa bulan setelah lahirnya tindak pidana tersebut. Autopsi
forensik terhadap jasad dari korban ini termasuk satu-satunya upaya
penyelesaian masalah di atas, dimana autopsi forensic sendiri mempunyai

tujuan untuk memperoleh bukti-bukti dalam bentuk laporan secara tertulis

15 Bebby Yesica Debora Sagai, loc.cit.
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dan objektif yang ditinjau atas dasar fakta dalam bentuk visum et repertum.
Dalam bentuk Visum et repertum tersebut berasal dari kata visual yang
memiliki arti sama halnya melihat, dan kata repertum yang memiliki arti
melaporkan, maka bentuk visum et repertum ini merupakan termasuk
kedalam suatu keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh dokter atau oleh
ahli atas permintaan secara tertulis atau secara resmi dari penyidik atas
dasar penglihatan dari pemeriksaan medis terhadap seseorang yang masih
hidup ataupun seseorang yang telah mati ataupun dari bagian dalam tubuh
manusia yang dalam bentuk seperti suatu temuan dan interpretasinya, yang

dibawah sumpah dengan tujuan atas dasar kepentingan peradilan.*®

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 184 KUHP visum et
repertum termasuk sebagai salah satu alat bukti yang sah. Visum et
repertum tersebut berperan terkait proses pembuktian suatu perkara pidana
mengenai jiwa serta kesehatan manusia, dimana visum et repertum ini
menguraikan atas dasar segala sesuatu terkait hasil dari pemeriksaan medis
yang termaktub pada bentuk pemberitaan, hal ini dikarenakan dianggap
seperti sama halnya pengganti dari barang bukt. Visum et repertum
tentunya meliputi mengenai penjelasan atau doktrin dari dokter terkait
hasil dari pemeriksaan medis yang termaktub pada suatu kesimpulan.
Dengan demikian secara utuh, visum et repertum tersebut telah
menyemukakan dari ilmu hukum maupun ilmu kedokteran, sehingga dapat

diketahui apa yang telah terjadi dengan detail terhadap seseorang setelah

18 1bid,hIm.8.
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melihat hasil dari visum et repertum, dan para orang-orang Yyang
menjalankan praktik hukum dapat memakai norma-norma hukum sesuai

dengan hasil dari visum et repertum tersebut.!’

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 133 KUHAP bahwasanya
terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan

autopsi forensik, seperti:*8

1. Dalam penyidik yang dilakukan dengan tujuan sebagai
kepentingan dari peradilan mengurus korban atas
lukakeracunan maupun karena mati yang dalam hal ini
diperkirakan sebab dari kasus yang termasuk dalam suatu
tindak pidana, serta mempunyai wewenang untuk
mengajukan suatu keinginan dari keterangan ahli terhadap
dokter atau ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya.

2. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat (1) bahwasanya
keinginan dari keterangan ahli dapat dilaksanakan dengan
tertulis, yang didalamnya dicantumkan dengan jelas terkait
pemeriksaan bedah mayat ataupun pemeriksaan mayat.

3. Jenazah korban yang dikirimkan ke rumah sakit ataupun

kepada ahli  kedokteran  kehakiman  seyogyanya

e Dedi Afandi, “Visum et Repertum Pada Korban
Hidup “http://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum et Repertum pada korban hidup.pdf ,
diakses, 21 September 2021.

18 Muhammad Hatta,dkk. 2019, Autopsi ditinjau dari persfektif hukum positif Indonesia
dan  Hukum Islam, Jurnal Wacana Hukum Islam dan  Kemanusiaan,Vol.29.
https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2793, Diakses pada 21 september
2021, pukul 20.04 WIB
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diperlakukan dengan cara yang baik dan dengan penuh
suatu kehormatan terhadap jenazah tersebut dan diharapkan
untuk memberikan cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari
kaki atau bagian lain badan mayat. Dan identitas berupa

label yang memuat identitas dari jenazah tersebut.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 133 bahwasanya untuk
mendapatkan penjelasan ahli dari dokter bagi penyidik dalam mengatasi
suatu perkara pidana yang mempunyai kaitan pada tubuh korban seperti
halnya dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas, tindak pidana pembunuhan
dan tindak pidana penganiayaan. Para korban yang disebabkan atas tindak
pidana tersebut dijumpai korban dengan keadaan luka terhada masalah
bedah mayat di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta

Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk
membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul
“FUNGSI AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
MENGGUNAKAN RACUN DI WILAYAH SUMATERA

SELATAN”’.



15

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi autopsi dalam melakukan proses penyidikan untuk
mengungkap tindak pidana pembunuhan menggunakan racun di
wilayah Sumatera Selatan?

2. Apa saja kendala- kendala yang menjadi hambatan dalam melakukan
autopsi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana

pembunuhan menggunakan racun di wilayah Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi autopsi dalam melakukan proses penyidikan
untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan menggunakan racun di
wilayah Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang bisa menghambat proses
autopsi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana

dengan menggunakan racun di Wilayah Sumatera Selatan.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian dari suatu penelitian ini bisa
menghasilkan atau meneruskan kontribusi terhadap perkembangan
ilmu pengetahuan.

b. Diharapkan hasil dari penelitian tersebut bisa dipakai sbagai ilmu
tambahan dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang peran
autopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa, diharapkan dengan adanya penelitian ini
kedepannya mampu untuk membedakan antara ilmu yang
didapatkan secara langsung sesuai dengan pengalaman yang telah
dilewati atau terjadi dilapangan dengan ilmu yang didapatkan
secara teori-teori.

b. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini
kedepannya mampu membuka pemikiran mengenai wawasan
masyarakat terkait dengan hal-hal yang didapatkan dalam

penelitian ini.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini yakni tetap mengacu terhadap titik dari
suatu masalah, maka dari itu sangat diperlukan untuk membatasi

permasalahan tersebut dengan tujuan supaya tidak menyimpang dari apa
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yang nantinya akan di bahas dalam skripsi ini. Pembatasan dalam skripsi
ini yakni mengenai bagaimana peran autopsi dalam melakukan proses
penyidikan untuk mengungkapkan tindak pidana pembunuhan
menggunakan racun dan apa saja kendala-kendala kegunaan autopsi,
kendala-kendala yang bisa menghambat proses penyidikan untuk
mengungkap tindak pidana dengtan menggunakan racun di wilayah

Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori
1. Teori Pembuktian
Pada hakekatnya, teori pembuktian ini mendominankan terhadap
sidang di pengadilan dengan tujuan agar mendapatkan suatu kebenaran
materil dari sebuah kejadian yang telah dilewati serta dapat
memberukan sebuah putusan yang seadil-adilnya.'® Ditinjau dalam
hukum acara pidana, teori pembuktian terbagi atas 4 macam, yakni:
1. Teori pembuktian ditinjau dari Undang-Undang secara positif
(Positive wettelkk bewjstheroire)
Sistem pembuktian ini ditentukan atas dasar suatu alat bukti dari
undang-undang secara positif. Secara positif ini dimaknai suatu hal
yang dikarenakan atas dasar undang-undang saja, dalam hal ini
mempunyai arti jika sudag dapat dibuktikan suatu perbuatan sesuai

dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka

19 Andi Hamzah,2010, Hukum Acara Pidana Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika, him. 249.
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dalam hal ini, keyakinan hakim tidak digunakan. Oleh karena itu,
Sistem ini dikenal dengan teori pembuktian formal.

. Teori pembuktian ditinjau dari keyakinan hakim semata-mata
(Conviction Intime)

Sistem ini diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan
hakim yang didasarkan pada hari nuraninya sendiri. Teori
pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk
menjatuhkan suatu putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah
menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak
sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

. Teori Pembuktian ditinjau dari keyakinan hakim atas alasan yang
logis (Conviction Raisonne)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah
berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada
dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan
(conclusive) yang masuk akal, dengan didasari oleh peraturan
mengenai pembuktian yang ada. Teori pembuktian ini dikenal juga
sebagai pembuktian bebas yang dikarenakan hakim bebas
mengutarakan atau memberikan alasan-alasan keyakinannya (virije

bewijstorie).
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4. Teori pembuktian ditinjau dari Undang-Undang secara negatif
(Negatief wettelejik)

Dalam teori pembuktian ini, termasuk sistem pembuktian yang
menggabungkan dari sistem pembuktian yang ditinjau berdasarkan
undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan atas
keyakinan hakim. Dalam teori ini menerapkan bahwasanya salah atau
tidaknya seseorang yakni ditinjau atas keyakinan oleh hakim atas dasar
terhadap tata cara dan juga alat bukti yang dianggap sah berdasarkan
undang-undang.?

2. Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwasanya
berhasil atau tidaknya serta efektif atau tidaknya penegakan hukum
didasari atas 3 unsur dalam sistem hukum, yakni diantaranya struktur
hukum (structure of law), subtansi hukum (Subtance of the law), dan
budaya hukum (legal Culture). Dalam struktur hukum berkaitan
dengan aparat penegak hukum, dalam subtansi hukum berkaitan
dengan perngkat perundang-undangan, serta dalam budaya hukum
dianggap sebagai hukum hidup (Living law) yang dianut oleh
masyarakat.?!

Pokok atau dasar dari makna penegak hukum yakni ditinjau dari
aktivitas menyelerasikan antar kaitannya nilai-nilai yang terurai pada

kaidahnya serta dalam mewujudkan dari sikap tindak sebagai suatu

20 1bid, him.251.
21 Sajipto Raharjo,2009, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Yogyakarta:
Genta Publishing, him.7.
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rangkaian dari tahap akhir penjabaran nilai dengan tujuan untuk
mewujudkan, memperjuangkan, dan menjaga ketentraman dari
pergaulan hidup. Berikut terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi
penegakan hukum yakni:?2

a. Faktor dari hukumnya sendiri,

b. Faktor dari penegak hukum,

c. Faktor dari sarana dan prasarana,

d. Faktor dari masyarakat, dan

e. Faktor dari kebudayaan.

G. Metode penelitian
Metode dimaknai sebagai cara atau tindakan dengan tujuan agar
dapat mencapai sesuatu. Terkait tentang cara penelitian yang wajib
dilaksanakan, maka dari itu metode penelitian yang dipakai penulis

mencakup beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah
normatif empiris atau disebut dengan sebutan penelitian lapangan.
Dimana penelitian ini mengakaji terkait dalam ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku serta hal-hal yang terjadi pada kenyataannya atau
dikenal dengan suatu penelitian yang dilaksanakan terhadap suatu

keadaan yang sesungguhnya dan nyata terjadi dengan tujuan agar

22 Soerjono Soekanto,2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo, hIm.8.
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dapat mengetahui suatu fakta dan data yang diperlukan dapat
terkumpul dan selanjutnya ketahap identifikasi suatu masalah serta

terhadap penyelesaian suatu masalah.?®

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-
empiris. Dalam kajian normatif ditunjukan untuk mengindentifikasi
mengenai peraturan Dokter Forensik dan Penyidik terhadap tahapan
autopsi, penyidikan dan ditinjau dari keadaan yang terjadi dengan
nyata terkait bagaimana peran autopsi dan kendala-kendala dalam
melakukan proses penyidikan untuk mengungkapkan penyidikan untuk
mengungkap tindak pidana pembunuhan menggunakan racun di
wilayah Sumatera Selatan. Dalam kajian empiris ditunjukan untuk
dapat meninjau dari suatu aspek pelaksanaan penyidikan di Kepolisian
dan Rumah Sakit mengenai peran autopsi dan kendala-kendala dalam
melakukan proses penyidikan untuk mengungkapkan penyidikan untuk
mengungkap tindak pidana pembunuhan menggunakan racun di

wilayah Sumatera Selatan.

Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data

berupa data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut:

him.15.

23 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,
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a. Data Primer, yakni diartikan sebagai sebuah data yang didapatkan
secara langsung dengan didasari dari hasil penelitian lapangan
(field research).

b. Data Sekunder, yakni diartikan sebagai sebuah data yang
didapatkan dengan didasari dari studi pustaka (libary research)
yang mencakup tulisan ilmiah, bahan dokumentasi dan berbagai
sumber tulisan lainnya. Dalam data sekunder terbagi atas tiga
bagian yakni :2
1. Bahan hukum primer yakni merupakan bahan-bahan yang

terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No 1. Tahun
1946

b. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana UU No.8
Tahun 1981

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

d. Peraturan Pemerintah No0.18 Tahun 1981 tentang Bedah
Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta
Transplatansi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Rapublik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian

2. Bahan Hukum Sekunder yakni merupakan bahan-bahan yang

terdiri dari :

24 Soerjono Soekanto,2008,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul-Pres,him.52.
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a. Buku-buku berkaitan dengan hukum
b. Artikel jurnal hukum, Skripsi
c. Karya ilmiah yang terkait dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier yakni merupakan bahan-bahan pendukung
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan saling
berhubungan dengan  permasalahan skripsi seperti kamus

hukum, media cetak, ensiklopedia, dan literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan
Dalam teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dipakai
dalam penelitian ini didapatkan menggunakan cara penelitian
kepustakaan (libray research) yang berasal dari hasil penelitian,
peraturan perundang-undangan, publikasi serta dokumen resmi.

b. Wawancara
Wawancara ialah salah satu metode untuk memperoleh keterangan
berupa data-data dengan cara melakukan tanya jawab secara
langsung bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang

diwawancarai disuatu tempat yang sama.

5. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dituju yaitu di Rumah Sakit Bhayangkara

Kota Palembang.
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6. Populasi dan Sampel

a. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu Kepala Sub bidang
Pelayanan Medik, Pelayanan Yanwad dan Kedokteran Kepolisian
(Kasubid Yanme Dokpol) di Rumah Sakit Bhayangkara
Palembang yang melakukan identifikasi forensik jenazah tanpa

identitas
b. Dalam penelitian ini, sampelnya yaitu bagian dari populasi yang
dianggap populasinya terwakilkan atau sebagai objek penelitian.
Teknik penarikan sampel yang dipakai yaitu secara purposive
sampling. Hal ini dilaksanakan untuk menentukan suatu subjek
berdasarkan dari tujuan, dan dalam menentukan sampel sebagai
informan ialah menggunakan suatu cara yang sama dengan
kebutuhan data dan atas dasar suatu pertimbangan kedudukan data
dan atas dasar pertimbangan kedudukan serta kecakapan. Oleh
karena itu dapat dikatakan sampel yang diambil yakni sebagai

berikut :
1. Kepala Sub bidang Pelayanan Medik, Pelayanan Yanwad dan
Kedokteran Kepolisian (Kasubid Yanme Dokpol) di Rumah
Sakit Bhayangkara Palembang yang melakukan identifikasi

forensik jenazah tanpa identitas.

7. Teknik Analisis Data
Data yang didapatkan kemudian diolah memakai metode analisis

data secara kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai
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suatu tata cara penelitian yang hasilnya berupa dekskriptif analisis,
yang artinya dapat dinyatakan informan baik secara tertulis maupun
secara lisan yang disertai dengan cara dipelajari dan diteliti sebagai
sesuatu yang utuh.?® Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa baik dari
data maupun jawaban yang didapatkan tentukan dapat dengan baik dan

benar untuk dalam penelitian skripsi ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan didefinisikan sebagai suatu hasil akhir dalam
penelitian yang dirancang berdasarkan dari penelitian, hasil data, yang
kemudian tentunya di tarik dalam bentuk kesimpulan secara induktif.
Dalam hal ini artinya yakni sebagai suatu cara mengambil kesimpulan
yang di awali berdasarkan suatu fakta atau suatu data yang khusus atas
dasar dari hasil penelitian lapangan, atau pengalaman empiris. Dengan
demikian baik data maupun fakta dari hasil pengamatan empiris
tersebut di susun, dikaji, lalu diolah dengan tujuan untuk ditarik arti
dan juga maknanya berupa pernyataan atau kesimpulan yang bersifat

umum.

25 Soerjono Soekanto, Op.Cit, him.250
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